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PERATURA}I DAERATI KABI,]PATEN KEDru

NOMOR 7 TAHI.]N2OO4

TENTANG

PERUSAIIAAN DAERAH BANK PERKREDITANI RAI(YAT BANK PASAR

Menimbang :

KABUPATENKEDIRI

DENGAN RATIMAT TUHAN YA}IG MAIIA ESA

BUPATI KEDRI,

a- bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Talunl9t tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Talun 2000 tentang

Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Pokreditan Rakyat

maka perlu penyesuaian Perusahaan Daerah Bant Pasar Kabupaten

Kediri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarn huruf a

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penualraan Daerah Bank

Pertreditan Rakyat Bank Pasar Kablpaten Kediri ;

1. Undang-undang Nomor 12 Tatrun 1950 tontang Pernbcntrkan Daerah-

daoah Kabrryaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentarg P€rusahaan Daerah

(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahrm 1962 Nm lO Tambalun

l,errbaan Negara Republik krdonesiaNomor 2387);

3. Undang-undang Nomor 7 Tallm 1992 juncto Undang-undang Nomor 10

Tahuo 19E t€ntarg Perubatun atas Undang-undang Nomor 7 Tahrm

1992 tenfalg Pertankan (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomm l8a Tambahan [,embran Negca Republik

IndonesiaNomor 3790);
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4. Undang-undang Nornor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinkhan Daerah

(-embaran Negara Republik krdonesia Tahrm 1999 Nomo'r 60, Tambahan

I-ernbaran Negara Republik IndonesiaNomor 3839):

5. Undang-undang Nornor 25 Tahun 1999 tontang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3848);

6. Undang-undang Nomor 17 Tatrun 2O03 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahm 2003 Nomor 47,

Tanrbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

7. Perafirran Pemerintah 25 Tallm 1999 tentang Kewenangan Pemerintah

dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Neg4ra

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lernbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3953);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Irmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan I-embaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyrstman

Pgratura[ Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang;

Ranoangan Psraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusail Presiden

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;

10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tattm 2001 tentang Petrgawasan ;

11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-93|KNL'6/1977 terl/.arrg

Psmberian tiin Usaha Bank Pasar Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah

Tinekat tr Kediri;

12. K€putusan Menteri Keuangan Nomor KEP-001/KM.I7| 1998 tentang

Persetujuan Perubahan Nama Perusahaan Daerah Bank Pasar Pemerinrah

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat tr Kediri menjadi Penrsalraao Daerah

Bank Perkeditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II

Ksdiri;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang

Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahrm 2O0O tentang

Pedoman Keqiasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
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Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2000 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Polusahaafl Daerah Bank Perkeditan

Rakyat

Keputusan Monteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi

dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor '[6 Tahun 2000 tentang

Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perlaeditan Rakyat;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 2l Tahun

2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan hoduk-produk

Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

2001 tefltang Benhrk Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nornor 23 Tahun

2001 tentang Prosedur Perryusrman Produk Hukum Daerah;

Perahrran Daerah Kabupatcn Kediri Nomor 3 Tahm 2002 terftang

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002-2005

fl.embaran Daerah Kabupaten Kediri Taltm 2002 Nomor 3/C Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahrm 2AO2 lrr;ritzlq-

Rencana Strategis Daerah Kabupaten Kediri Tahm 2@2-ZN5

(I-embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 4/C Seri C

Tarnbahan Lerrbaran Daerah Kabupalen Kediri Nomor I Seri E);

Peraturan Daerah Kahryaten Kediri Nomor 7 Tahrm 2002 terrtzn;g

Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah Kabupaten Kediri

(rmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor f Seri E

Tanrbahan Lrmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2004 reffang

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004

(Lombaran Daoratr Kabupakn Kediri Tahun 2@4 Nomor 1 Seri E);

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

))

23.

24.
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Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKY'{T DAERAHKABLIPATF]N KEDIRI

Menetapkan

MEN{UTUSKAN:

: PERUSAHAAN DAERA}I BANK PERKREDITAN RAKYAT BAI\1(

PASARKABLPATEN KEDIRI

BAB I

KETENTUANIIMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah KabuPaten Kodiri;

2. Pemerintah Daera[ adalah Kepala Daetah beserta Perangkat Daerah

Otonom I'ang lain sebagai Badan E'kskutif Daerahl

3. Kepala Daera[ adalah Bupati Kodiri;

4 Petusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Banli Pasar yang

selanjutnya disingkat PD BPR Banli Pasar' adalah Bank Perkeditao

Rak-vat milik Pernerintah Daerah yang modal seluruhnya merupakan

kekayaan Daerah Yang diPisahkan;

5PerusahamDaerahBankPerkeditanRakyatBankPasaradalahBank

yang melaksanakan usaha secara konvensionall

6. Pengurus, adalah Direksi dan Dewan Pengawas;

7. Direksi, adalah Direksi PD BPR Bank Pasar:

8. Dowan Pengawas, adalah Dewan Pengpllas PD BPR Bank Pasar;

9. Pegewai, adalah Pegavvai PD BPR Bank Pasar'
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t/ BAB tr

PENDIRIAN, N.TMA DAN TEMPAT KEDI,iDIjKAN

Pasal 2

( 1) Pendirian PD. BPR. Banli Pasar Kabupaten Kediri sesuai izin Menteri

Keuangan l'ang dituangkan dalam Keputusan lVlenteri Keuangan Nomor

KEP.093,ti'v1.611977 tentang Pernberian izin Usaha Bank Pasar

Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri :

(2) Pendirian sebagaimana dimakud daiam ayat (1) diatur dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Daerah l ingkat II Kediri Nomor 10 Tahun 1980

tentang PD. Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kediril

(3) PD. Banli Pasar sebagaimana dimaksud dalam ay.at (2) sesuai izin Menteri

Keuangan Nomor KEP/OO 1,I\,\I. 1 7, 1 998 rentang Persetujuan Perubahan

liama PD. Banli Pasar Kabupaten Daerah Tingliat II Kediri menjadi

PD. Bank Perkeditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah I'ingkat II

Kediri I

(4) Penrbahan Nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (-3) diatur dalam

Poraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1996 tcntang PD. BPR Bank pasar

Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Pasal 3

(1) PD. BPR Banlt Pasar berkedudukan di .Ialan Panglima Sudirman Nomor

141 Kediril

(2) PD. BPR Bank Pasar dapat membuka Kantor Cabang Cabang

Pembantu Kantor Kas atau Unit Pelayanan di Wilayah Kabupaten,

Kecamatan dan desa" sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III
TU,GAS DAN rLt\-*GSI

Pasal 4

PD. BPR Bank Pasar mempunyai tugas mengernbangkan perekonomian dan

menggerakkan Pembangunan Daerah melalui kegiatarurva sebagai Banli

Perkreditan Rakyat sebagai salah sahr Sumber Pendapatan Asli Daerah.



,,. I

I

Pasal 5

Untuk melaksanakafl tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) PD'

BPR Bank Pasar memPunYai fimgsi :

a. Penghimpun Dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan dan

DePosito Berjangkal

b. Penyelenggara pemberian Ikedit dan Pelalsana Pembiflaan khususnya

terhadap Pengusaha Kecil dan Menengah;

c. Pelaksarn Kerjasama antar PD' BPR dengan Lembaga Perbantrian atau

Lembaga Keuangan lairmYal

d. Pelaksana usaha Perbankan lainny4 sepanjang tidak bertentangan

dengan Peraturan PerT mdang-undangan yang berlakrr'

BAB N'

US,\FIA

Pasal 6

Usaha PD. BPR Banli Pasar meliPuti :

a. lv{enghimpun Dana dari masyarakat dalam Bentuk Simpanan berupa

Deposito Berjangka, Tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan

dengan itu;

b. Memberikan Kredit;

c. Nlenempatkan Dananya dalam Bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI)'

Deposito Berjangta, Sertifiltat Deposito dan ataq Tabungan Bank

lainnYa.

Pasal 7

Dalam memberikan liredit aau Pembiayaan mengikuti ketentuan yang

ditetaPkan oleh Bank lndonesia'

BAB V
BENTUK HUKIjN{ DA].i KEPENGI-]RUS$I

Pasal I
Bentuk Hulium Bank Perkeditan Rakyat Bank Pasar yaitu Penrsaluan

Daerah.

Pasal 9

Pengurus PD. BPR' Bank Pasar terdiri 
'lari 

DirEksi dan Dewan Pengawas'
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Pasal l0

(1) PD BPR Bank Pasar dipirnpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang

Direktur atau lebih dan paling banyak 2 (dua) orang Direktur;

(2) Proses Pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai dengan keteatuan Bank

Indonesia dan kmbaga-lembaga yang berwenang milik Daerah;

(3) Pros€s Pengangkatan sebagpimana dimaksud dalam ayat (2),

dilaksanakan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sebelum

masa jabatan anggota Dir€ksi yang larna berakhir.

BAB vI
MODALBANKPASAR

Pasal 11

(1) Modal Dasar PD. BPR Baflk Pasar adalah sebesar Rp- 3-000-000.000.-

(tiga milyar rupiah);

(2) Bagian dari Moilal Dasar sebagaimana dimalsud dalam ayat (1) yang

digunakan untuk Modal Kerja pating sedikit berjurnlah 50% (lima puluh

p€r seratus):

(3) Modal disetor merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;

(4) Perubahan Modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(5) Penambahan Modal disetor sampai dengan terpenuhinya Modal Dasar

sebagaimana dimaksud dalam a.val (1) ditetapkatl dengan Kepurusan

Kepala Daerah yang terlebih dahulu dianggarkan dalam .{nggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB VIT

DIREKSI

Bagian Pertama

S1'arat-sYarat Pengangkatan

Pasal 12

( 1) Untuk dapat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan

umum sebagai berikut :

a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang Perbankan

sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
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b. Menurut Penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki

integritas antara lain : '

1. memililii akhlak dan moral yang baik;

2. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlakt;

3. bersedia mengembangkan dan melakrkan kegiatan usaln BPR

secara sehat;

c. sehat jasmani dan rohani;

(2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :

a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-

rata baik atau keterangan dari instansi calon -l'ang meliputi loyalitas,

disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;

b. Memiliki latar belatang pendidikan sekurang-kurangnya setingliat

Diploma Itr atau Sarjana lvluda dan diutamakan Sarjana Lengkap

(Sl) di bidang Ekonomi Keuangan atau Hukum;

c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2(dua)

tahun. Dalam hal Anggota Direksi lebih dari I (satu) orang maka

sekurang-kurangnya 50o,(r (lima puluh per seratus) dari Anggota

Direksi wajib berpengalaman dalam operasional bank sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan atau

perkeditan;

d. Usia belum melampaui 60 Tahun.

Pasal 13

(l) ,{nggota Direksi diutamakan dari PD BPR Banli Pasar;

(2) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR Banl

Paqar.

Pasal 14

(l) Anggota Direksi dilarang mernpun-vai hubrmgan keluarga dengan :

a. Anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua

termasuk mertua- anak terrnasuk menantu, saudara kandung

termasuk ipar dan suamii isteri;

b. Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang hr4 anak dan

suamii isteri;

(2) Anggota Direksi dilarang meranglap jabatan sebagai anggota Dfueksi

atau pe-iabat ekskutif pada iembaga perbankan perusahaan atau

lembaga lain;
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(3) Direksi dilarang memberikan kuasa kepada pihak lein yang

meng4kibatkan pergalihan tugas dan lvorvenang tanpa k'rtas;

(4) Anggota Direksi tidak toteir m"mput'yai **-tly* pribadi baik

secara langsung maupun tidak l3flgstmg pada Ptl 
::Ya* 

Pasar atau

Badan HukumrPerorangan yang ditreri kredit oleh PD' BPR Bank Pasar'

Pasai 15

1: -y*m,:T}lffif H- 

"'iH;'ffi 

, Direknr, salah

' ' 
*.or*g di-t-anya diangJrat sebagai Direktu Utama;

(3) Anggota Direksi diangtat oleh Kepala Daerah unnrk masa jabatan

paling lama 4 (empat) tatrun dan dapat diangkar kembali setelah maga

jabatan berakhir;

(4) Sebelum tlikeluarkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan

Anggota Direksi, terlebih dahulu meldapatkan pertimbangan &ri Bank

Indonesia setempat'

Pasal 16

(1) Proses Pengangfatan '{nggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan

ketentuao Dirsksi Bank Indonesia;

(2) Proses Pengangtiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

d*aksanakan oreh Kepara Daerah paling lama 3 (tiga) bulan ssbelum

masa Jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir'

Pasal 17

Laporan Pongangkatan Anggota Direksi wajib disamparkan oleh Direksi PD'

BpR Bank pasar kepadanlnk Indonosia paling rambat r0 (sepuluh) hari

setelah Pengangkatan'

Pasal 18

(1) Sebelum menjalankan rugas Anggota Direksi dilaotit dan diambil

sumpatr jabatan olen fept o"oott uto" Pojabat yang ditunjuk oleh

KePala Daerah;

(2) Pelantikan dan Pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (r) dilakukan paling rama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan

KepalaDaerahtentangPengangkatanAnggotaDireksi.

-F44
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Bagian Kelima

Pembagian Tugs dan Rapat Direksi

Pasal 24

(l) Direktu Utama mernprmyai tugas mcnyelenggarakan perencanaan dan

koordinasi dalam pelaksaruan tugas Direksi serta melakukan pembinaan

dan pengendalian atas BirolBagian;

(2) Dhektu mempunyai tugas melakukan pembiruan dan pengendalian atas

Biro/ Bagian;

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (l) dm (Z)

masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur

dalam Perahran Direksi;

(4) Apabila semua Anggota Direksi terpaksa tidak berada

ditempat/berhalangan maka Ketua Dewan Pengawas segera menu4iuk

seorang atau 2 (dua) orang Kepala Biro/Kepal a Bagjzn. sebagai pelaksana

tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengawas;

(5) Direksi dapat mengadakan ke{asama dengan pihak lain &lam upaya

pengembangan PD. BPR Barik Pasar dengan persetujuan Kepala Daerah .

Pasal 25

(1) Rapat Direksi bagi PD BPR Bank Pasar yang Direksinya terdiri atas 3

(tip) orang Direksi diselenggarakan se cara periodik minimat sekali

dalam I (satu) bulan;

(2) Direktur Utarna memimpin Rapat Direksi.

Bagian Keenam

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 26

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahrm buku beraktir, Direksi

menyarnpaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank

Pasar kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat

pengesalran;

(2) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Kepala Daerah tidak

memberikan pengesahan, maka Rencanb Ke{a Tahruran dan Anggaran

PD. BPR Bank Pasar dinyatalr.an berlaku;

(3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR Bank

Pasar yang te{adi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat

pengesahan Kepala Daerah ;
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,
(4) Rencana Kerja Tahunan dan ,lnggaran PD. BPR Bank Pasar yang telah

mendapat pengesahan Kepala Daerah disampaikan kepada Ban_k

Indonesia setempat.

Bagiao Ketujuh

Pertitmgan Tahman

Pasal 27

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berathir Tahrm Bukq Direksi

meny:unpaikan Perhitrurgan Tatuuran yang terdiri dari Neraca dan

Porhitungan LabalRugi yang tolatr di Audit oleh Akuntan kepada Dewan

Pengawas dan diteruskan kepada tri.epala DaeralU untrk mendapat

pengesalua;

(2) Neraca dan Perhiungan LabalRugi yang disahkan oloh Kepala Daerah ,

memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan

Pengawas;

(3) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha

PD. BPR Bank Pasar yang telah disahkan untuk disampaikan kepacla

Kepala Daerah dengan ternbusan Gubemur, Menteri Dalam Negeri dan

Bank Indonesia setempat:

(4) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhihmgan LabalRugi

Tahunan yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD. BPR Bank

Pasar yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan

Hak. Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 28

(1) .lnggota Direksi karena jabatannya diberikan gaji yang meliputi :

a. Gaji pokok yang besamla :

l. Dfuektur Utama : Menerima gaji pokok maksimal 2 ti (dta

setengah) kali gaji pokok tertinggi pada daftar

skala gaji pokok Pegawai

2. Direktur : Menerima gaji pokok 80 o/o (delapan puluh

percen ) dari gaji pokok yang diterima oleh

Direktur Utama.

b. funjangan istriisuami. Anak dan Tunjangan Kemahalan sesuai

ketenhran -v-ang berlaku bagi pegawai.
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(2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :

a. Perawatan kesehatan yang layak tsrmasuk istri de srBk sesuai dengm

ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi seqrui dengan kemmpuan PD'

BPR Bank Pasar;

b. Rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa

rumah sesuai dengan kemarnpuan PD' BPR Bank Pasar;

c. Kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan PD' BPR Bmk Pasar;

d- Penghasilan lainnya berupa tunjangan-tutjangan yang lazim diberikan

sesuai dengan kemampuan PD' BPR Bank Pasar:

(3) Anggota Direksi memperolehjasa produksi seusai dengan peraturan yang

berlaku dimasing'masing PD' BPR Banli Pasar;

(4) Pelaksanaan pemberian pengfusilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud

dalam ayat (f) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa dasar

penentuim honorarium untuk Dewan Pengawas dan gaji Direksi' glji

pegawai dan biaya tenaga kerja lain$ya tidak boleh melebihi jurirlah

30 0,6 dari total pendapatan atau 40 o/o dari total biaya berdasarkan

realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 29

(l) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatu

sebagai berikut :

a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua bela) hari kerja;

b. Cuti besar/cuti panjang diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap

akhir masa -iabatan Direksi

c. Apabila karena alasan dinas cuti tresar tidak dapat dijalankan' kepada

Direksi yang tidak dapat melaksanakan cuti besar dimaksud diberikan

penggantian dalam bentuk uang sebesi 2 (dua) kali penghasilan

bulan terakhh;

d. Bagi anggota Direksi yang akan menunaikan ibadah Flaji diberikan

cuti selama 45 (empat puluh lima) hari;

(2) .{nggota Direksi yang menjalankan cuti sebagSimana dimaksud dalam

ayat (1) tetap diberikan ponghasilan penuh dari PD' BPR Balk Pasar'

2
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Pasal 30

(1) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapat uang jasa

pengabdian sebesar 5 ozo dari laba sebelum dipotong pajak, dari tahun

sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direkttr mendapat

80 qi, dari Direkrur Utama.

(2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa

jabatann-va berathir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l) dengan syarat telah menjalankan tugasnya

minimal I (satu) tahurL dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi

dengan masa jabatan kali 5 96 dari laba sebelum dipotong pajak, dari

tahrur sebelurn tugasnya berakhir.

Bagian Kesembilan

Pemborhentian Anggota Direksi

Pasal 31

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

a. masa iabatannl'a berakhir:

b. meninggal dunia;

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepala Daeralr, karena :

a. permintaan sendiri;

b. melakukan tindakan yang merugikan PD. BPR Bank Pasar;

c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan

kepentingan Daerah atau Negara;

d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasn!-a

secara wajar.

Pasal 32

(1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud pasal 31 a-vat (2) huruf b, c, dan d, diberhentikan sementara

oleh Kepala Daerah atas usul Dewan Pengawas;

(2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara

sebagaimanS dimaksud dalam ayat (1) kepada yang bersangkutan

disertai alasan-alasannYa.
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Pasal 33

(l) Paling lambat I (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan

Pengawas sudah melak:ukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi

untrrk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentitan atau

direhabilitasi;

(2) Apabila dalam waktu I (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(l) Dewan Pengawas belum dilaktkan persidangan, maka zurat

PemHrentian sementara batal demi hukurn dan yang bersaaglnrtan

melaksanakan tugrs kembali sebagaimana mestinya;

(3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang salL mata yang

bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan Dewan

Pengawas;

(4) Keputusan Dewan Pengpwas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

(5) Apabita perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan

tindak pidana, malia yang bersangkutan dibsrheilikan tidak dengan

hormat.

Pasal 34

(1) Anggota Direksi yang diberhentikarq solambat-lanrbatnya 15 (lima belas)

hari sejak diterinya Keputusan Kepala Daerah tentang pomberhentian

dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Daerah;

(2) Paling lanbat 2(dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan

Kepala Daerah harus mengambil keputusan apaluih menerima atau

menolak permohonan keberatan dimaksud;

(3) Apabila dalam waktu 2 (fu ) bulan sobagaimana dimaksud dalarn ayat

(2) Kepala Daerah belum mengambil keputusan terhadap perrnohonan

keberata4 maka Keputusan Kepala Daerah tontang Pemborhentian batal

demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali

sebagaiman mestinya.
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B AB VIII

DEWANPENGAWAS

Bagian Pertama

S-varat-syarat Pengangkatan

Pasal 35

(1) Untuk dapat diangkat menjadi Dowan Pengawas harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut :

a'tidaktermasukdalamdaftarorarrgterceladibidarrgperbankarrsesuai

dongan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

b.mgnurutPonilaianBanklndonesiayangbersangtriutanmemililii

integritas antara lain :

1. memiliki akhlak dan moral yang baikl

2. mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. bersedia mengembangkan dan melaktkan kegiatan usaha BPR

secara sehatl

c. sehat jasmani dan rohani;

(2) .{^nggota Dewan Pengarvas diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja

Bank;

(3) Kepala Daerah tidak boleh menjadi Ketuar'Anggota Dewan Pengawas;

(4) Kepala Daerah menunjuk pejabat rurtuk menjadi Ketua/Anggota

Pengawas.

Pasal 36

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga

dengan :

a. Anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang

tua termasuk mertu4 anak termasuk menantr! saudara kandung

termasuk iPar dan suami,'isteri;

tr. Dervan Direksi dalam hubrmgan sebagai orang tu4 anak dan

suami,,'isteri;

(2) Anggota Det'an Pengawas dan Direksi yang tidak memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyesuaikan

paiing lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal bedakunya Perahran Daerah

ini;

(3) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi

baik langsung maupun tidak langsung pada PD' BPR Bank Pasar atau

Badan Hukum iPerorangan yang diberi kredit oleh PD' BPR ;
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(4) Setiap Anggota Dewan Pengawas hanya dapat diangkat menjadi

Dewan Pengawas paling banyak untuk 3 (tig) PD. BPR.

Bagian Kedua

Pengangkatan

Pasal 37

(1) Unhrk melakukan Pengawasan dan menetapkan kebijakan umum PD.

BPR Bank Pasar, diangkat Dervan Pengawas;

(2) Dewan Pengawas terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling

banl'ak 3 (tiga) orang dan salah seorang ditunjuk sebagai Ketua;

(3) Proses Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayrt (1) dilakukan

oleh Kepala Daerah untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahrur dan

setelah masa -iabatan tersebut berakhir, ,{nggota Dewan Pengawas dapat

diangkat kembali;

Bagiiur Ketiga

Tata Cara Pengangkatan

Pasal 38

(1) Proses Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Direksi Bant Indonesia;

(2) Proses Pengangliatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah

dilaksanakan paiing lama 3 (tiga) bulan sebelum masa Jabatan Anggota

Dewan Pengawas yang lama berakhir;

(3) Pating lama 15 (limabelas ) hari Keputusan Kepala Daerah tentang

Pengangkatan Anggota Dewan Penglwas disampaikan kepada

Pemerintah dalam hal ini Departemen Dalam Negeri dan Bank

Indonesia seternpat.

Bagian KeemPat

Tugas. Fungsi Wewonang dan Tanggung Jawab

Pa.sal 39

Dewan Pengawas mernpunyai tugas menetapkan kebijakan umunq

melaksanakan pengawasan. pengendalian dan pembinaan terhadap PD.

BPR Bank Pasar.

)
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Pasal 40

(1) Penpwasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung

pengertian pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaran

tugas Direksi:

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) merupakan

pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari

instansi pengawasan diluar PD. BPR Bank Pasar;

(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayart (l) dilakukan dalam

bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan

tugas;

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam bentuk

meningliatkan dan menjaga kelangsmgan PD' BPR Bank Pasar;

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) dilalukan dengan

oTIA i

a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

b. Sewakfir-walilu bila dipandang perlu'

Pasal 41

Untuli melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasai '19 Dewan

Pengawas mernPunYai fungsi :

a. Penrusunan Tata Cara Pengawasan dan Pengelolaan PD' BPR Bank

Pasar:

b. Pelaksanaan Pengaw-asan atas Pengurusan PD' BPR Banli Pasar;

c. Penetapan kebijakan -{nggaran dan Keuangan PD' BPR Barik Pasar;

il. Pflnbinaan dan Pongembangan PD' BPR Bank Pasar'

PasB,l 42

Dewan Pengawas mempunyai weweoang :

a. Merryampaikan Rencana Kerja Tahunm dan Anggarar PD' BPR Bank

Pasar kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;

b. Meneliti Neraca dan Perhitrurgan laba/Rugi yang disampaikan kepada

Direksi untuk menalapat pcogesahan Kopala Daoah;

c. Momberikan pertimbangan dan sararu baik diminta atau tidak diminta

kepada Kepala Daerah untuk perbaikan dan pengembangan PD' BPR

Bank Pasaq

d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang

berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan PD' BPR Bank

Pasar;
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e. Nlengusulkan Pemberhentian Se.rnentara Anggota Direksi liepatla

Kepala Daerah;

f. Menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas

tertentu.

Pasal 43

( I ) Dewan Pongawas dalam melaksanakan tugas. f,tttgsi dan wewerurng

bertanggung jawatr kepada Kepala Daerah;

(1) Petanggungiawaban f)ewan Pengawas dilakukan secara tertulis .vang

ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ke lima

Pembagian Tugas Dewan Pengawas

Pasal 44

(1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas;

b. menyusun program ke{a pelaksanaan tugasnya sesuai dengan

kebijaksanaan yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah:

c. memimpin Rapat Dewan Penga*'as;

d. menetapkim pembagian tugas diantara para Anggota Dewan

Pengawas;

e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas'

(2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. Mernbantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya

menurut pembidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua De*'an

Pengawas;

b. Melalukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan

Pengawas.

Bagian Keenam

Rapat Dewan Pengawas. Rapat Dewan Pengawas dengan Direlsi dan

laporan Dewan Pengawas
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(1)

Pasal 45

Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 dan Pasal 42 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat

mengadakan rapat atas pefinintaar Ketua Dewan Pengawas;

Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) dipimpin oleh Kehra

Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Keura Dewao

Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekuang-kuanpya

lobih dari separoh anggota Dewan Pengawas;

Koputusan rapat ditetapkan atas dasar prinsip muryawarah dan mufaka!

Apabila dalam rapat tidak diperoleh kaa mrtrakat sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3) Pimpinan Rapat menunda rapat ter$ebut paling

lama 3 (tiga) hari;

Penundaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat dilakukan

paling banyak 2 (dua) kali;

Apabila setelah dinrnda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksard

dalam ayat (4) apabila masih belum ada kata sepakat maka keputusan

diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan

Kepala Daerah dan memperhatikan pendapat para anggola Dewan

Pengawas.

(z)

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal .16

(1) Rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadalran paling

sedikit 2 (dua) kali dalam I (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan

Penga*as;

(2) Rapat antara Dervan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-

waktu bila dianggap perlq atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau

atas permintaan Direksi.

Pasal 47

l)ewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada

Kepala Daerah dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan

tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusannya

disampaikan kepada N{enteri Dalam Negeri Cq Direktur Jenderal

Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah'

fl:F-

Bagian Ketujuh
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Seketariat Dewan Pengawas

Pasal 48

(1) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tuga.s Dewan Pengawas dapat

dibentuk Seketariat Dewan Pengarvas, atas hia-va PD. BPR Bank Pasar;

(2) Sekretariat Dewan Pengarvas dipimpin oleh seorang Kepala Seketariat

-vang diangkan diberhentikan oleh Kepala Daerah;

(3) Kepala Seketariat Dewan Pengawas bukan Anggota Dewan Pengarvas;

(a) Tugas Seketariat Dewan Pengawas ditetapkan oleh Kepala Daerahl

(5) Kepala dan Staf Seketariat Dewan Pengawas diangkat dari Pejabat

Pemerintah Daerah dan atau Pegawai PD. BPR Bank Pasar sesuai

kebutuhan.

Bagian Kedelapan

Ha( Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 49

(l) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan

honoraium yang besaanya :

a Ketua : setinggi-tingginya 40 o/o dauri ponghasilan Direkhr

Utama;

b. Anggota : setinggi-tingginya 80 % dari honorarium Ketua;

(2) Setiap akhir masa jabatan Ketru dan fuiggota Dewan Pengawas

mendapat uang jasa pengabdian sscara bersarna-safira dari laba eebelum

dipotong pajak dari tahun sebelum akhir masa jabatarmya sebesa 40 o/o

dari yang diterima oleh Anggota Direksi dengan perbandingan seperti

penerimaan honorarium sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1) huruf a

dan huruf b;

(3) Bagr Kenra dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengafl

homrat sebelum masa jabatannya beralhir mendapat uang jasa

pengabdian dengan syarat telah meqialankan tugasnya selama paling

$edikit I (satu) tahun dan besamya uang jasa pengabdian yang diterima

didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi deogan masa

jabatan yang diteatukan.

\.
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(4) Ketua dan Anggota Dewan pengawas mendapat pembagian jasa produksi

sesuai dengan peraturan yang berlakq dengan ketentuan jumlah
minimalnya disesuaikan dengan parahran sebagaimaru dimaksud dalam
ayat (1) .

Bagian Kcsembilan
pemberhentian Anggota Dewan pengawas

Pasal 50

(1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :

a. l,lasa jabatann5-a berakhir:

b. Meninggal dunia,

(2) Anggota Dswan pengawas dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah,
karena :

a. Permintaan sendiri

b. Melakukan tindakan vang merugr_kan pD. BpR Bank pasar:

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan
kepentingan Daerah atau Negara;

d. Alih tugavjabatan;

e. Sesuatu hal yang mengakibatkan dia tidak dapat melaksanakan
tugasnya secara wajar.

Pasal 5l
(l ) Anggota Dewan pengawas 

-vang diduga melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayal (2) huruf b, c, d dan e,

diberhentikan semsntara oleh Kopala Daerah;

(2) Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada -vang bersangkutan

disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

(1) Paling lambat I (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Kepala

Daerah sudah melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan
Pengawas untul menetapkan apakah ,vang bersangkutan diberhentikan

atau direhabilitasi;

-

\
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(2) Apabila dalam waktu l(satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat

( 1) Kepala Daerah belum melaksaaakan rLWt, maka Surat

pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan

melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya;

(3) Apabila dalam rapat yang diadakan oleh Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud dalam ayat (l) Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa

alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan

yang ditetapkan dalam rapat tersebut;

(4) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 53

(1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, paling lama 15 llima

belas) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Daerah tentang

Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada

Kepala Daerah;

(2) Paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan,

Kepala Daerah harus mengambil Keputusan apakah menerima atau

menolak permohonan keberatan dimaksud;

(3) Apabila dalam waktu 2(dua) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) Kepala Daerah belum mengambil Keputusan terhadap permohondn

keberatan, maka Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian batal

demi Hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali

sebagaimana mestinya.

BAB Ix
TAHIJN BIJKU DAN LABA BERSIH

Pasal 54

(1) Tahun Buku PD. BPR Bank Pasar disamakan dengan tahun Takwin ;

(2)Laba bersih PD. BPR Bank Pasar setelah dipotong pajak yang telah

disahkan oleh Kepala Daerah ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk Daerah 40 Vo

b. Cadangan Umum 20 o/"

c. Cadangan Tuj van 20 o/o

\

,
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d- Dana Kesejahteraan 10 o,/o

e. Jasa Produlisi 10 ozo

(-l) lnba rmnrk Pemerintah Daerah sebagimana dimaksud dalam ayat (2)

agar dianggarkan dalam a-vat penerimaan APBD tahun anggaran

berikutnya:

(4) Darl,a Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d,

antara lain dianggarkan untuk Daru Pensiun Direksi dan Pegawai serta

unhrk perumahan pegawai. kepentingan sosial dan sejanisnya.

BAB X

KF],RJA SAMA

Pasal 55

(l) PD. BPR Bank Pasar dapal melakukan kerjasama dengan Bank Umum

dan . atau Lellr$aga Keuangan/Pe6ankan lainnya dalarn usaha

peningkatan moda[ Manajemen, Profesionalisme Perbankan dan lain-

lair
(2) Beirtuk dan Tata cara ke{asama berdasarkan ketentuan -vang berlaku:

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalan ayat (2) dryat dilaksanakan

setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah

BAB }O

PEMBLBARA}{

Pasal 56

(1) Pernbubaran PD. BPR Bank Pasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

(2) Dalam hal te{adi pembubaran PD. BPR Banli Pasar sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), terlebih dahulu harus mondapat Persetujuan

Banli Indonesia.

B.{B XII

PEMBI},iAAN

Pasal 57

(1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan, memfasilitasi terhadap

PD. BPR Bank Pasar dalam ranglia meningkatkan da"va gurn dan liasil

guna PD. BPR Bank Pasar sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah;

l.

t-
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Dundangkel di Kediri

padatarggal 18-5 -2004
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(2) Pelaksanaan Pembinaan dan Mcmfasilitasi scbagaimana dinuksud dalarn

ayat (1) dilakukm oleh Diroktr Jendral Pemerintahan Umrmr Daerah;

(3) Pemhinaan Teknis dan Pengawasan terfrade PD. BPR Bank Pasar

dilakukan oleh Bank kdmesia dan Irmbaga yang berwenang.

BAB )Ctr

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Dengan diundangkarmya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang

mengatur tentang PD. BPR Bant Pasar diayatakao masih bedaku sepanjang

tidak bertentangan dengan Perduran Daerih ini

BAB )fl/
IGTENTUANPENUTUP

Pasal 59

Ilal-hal yang bclurn diatr dalam Peratrran Daerah ini eepaqiang mengenai

pclaksarnamya akan diatu lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dftmdaagkal

fuar setiap orang d4at mengctahuinya" memerintah*m peirgundangan

Perafirran Daerah ini dengan penempatamya dalam kmbaran Daerah Kabu-

pden Kediri

Dsahkan di Kediri

padatangeal l8 -5 -2W4
BIjPATI KEDIRI

TTD

SUTRISNO

Disalin sesuai d€ngan aslinya

A.N. BUPATIKEDru

DJOKOSOEHARNO
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PENJELASA}I

ATAS

PERATI,JRAN DAERNI KABUPATEN KEDIRI

NOMOR 7 TAI{UN2M4

TENTANG
PERUSA}IAAN DAERAH BA}IK PERKREDITAI{ RAKYAT BANK PASAR

KABUPATENKEDIRI

PENJELASANUMUM

Balwa dengan scmakin meningkatrya pertumbuhan dan per*ombangan

perekonomian pada dewasa ini maka ketartuan-ketentuan sebagaimana yang diatur

dalarn Peratura Daeratr Kabrpaten Da€rah ringl€t tr Kediri Nomor l0 Tatrun l9g0
tentang Perusaluan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah ringkat tr Kediri dipandang

sudah tidak sesuai lagi sehingga pedu untuk diadakan peninjauan kembali sesuai

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Bahwa bcrdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbantan

Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 7l rahm 1992 tentang Banl perkreditan Rakya!
Juncto Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang penrsahaan Daerah

Bank Perkeditan Rakya! yang ditindak lanjuti deng;an surat menteri Dalam Negeri

tznggal 7 April 1994 Nomor 581/1088/puoD perihal pelaksanaan peranran Menteri
dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993 tentang perusalnan Daerah Bank perkeditan Rakyat,

maka Bank Perkeditan Rakyat milik pemerintah Daerah bentuk hukurnnya ditetapkan

menjadi Perusahaan Daerah Bank Pertreditan Rakyat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diaras, maka perah'an Daerah Kahpaten Daerah

Tingkat tr Kediri Nomor 10 Tahun 1980 tentang perusahaan Daerah Bank pasar

Kabupaten Daeratr Tingtat tr Kediri tersebut perlu ditiniau kembali dan ditetapkar

menjadi Peratran Daerah ln&rk/Baru dengan sebutan peraturan Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat tr Kediri tentang perafiran daerah Bank perkeditan Rakyat Bank pasar

Kabupaten Daerah Tingkat II Kediri.

Dalam Perat,ran Daerah ini kata " Bank pasar " masih tetap dipertahanlan

dalam judul Perahran Daera[ karena merupakan Nama perusahaan Daerah yang masih

memasyarakavmempunyai nilai historis sejak ditetapkan dalam perahrran Daerah

Kabupat€n Daeratr Tingkat tr Kediri Nomor l0 Tahrm 19g0 pada tanggal 5 Desember

1980


